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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pctnbenrukan Daerah KOla Sima di Prcvinsl Nusa Tcnggara
Baral [Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 26, Tambahan Lembaran NegIlla Republik Indonesia
Nomor .q J 88J:

2. Undnng-Undang NomOI" 18 Tahun 2002 tentang Ststem
Naslonnl Penelitian , Pcngembangen, dan Penerapan lhnu
Pengcmhunn dan 'Teknologi (Lembarun Ncgara Rcpublik
lndenealu Tahun 2002 Nemer 84, Tambahan Lernbaran
Ncgara Republik lndcneela Nemer 4219,.

3. Undang·Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasicnal (Lembaran r\egara
Republik Indonesia, Tahun 2()()4 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Repubhk lndonesia Nemer 4421 t:

4. Undang-Undang Nomor 5 'rabun 20}4 temung Apararur Sipil
Negaru ILembaran Negaru Republik Indcncaia Tahun 2014
Nomor 6. 'Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undnng·UndOflg Nomor 23 Tahun 2() 14 tentang
Pemerintahan Daerab (temberan Negaro Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
RcpubUk Indonesia NOfnor 5587' SCI)og.1imana tclah
bebempe kali diubah ccrnkhit dengan Undang-Undang
Ncrnor 11 ToJ)u.J1 2020 tentang Cipre KCrj401 [l.ombarun Negaru
Republik Indonesia Tuhun 2020 Nemer 245. Tambahan
Lcmbnrnn Negara Republik Indonesia Nemer 6573);

Mengingat

8. bahwa untuk meojaJonkan fungS! penelitian dan
pcngcmbangan sebagai sul8h sam fungsi pcnunjang dalam
pclakSQJloaJl urusan pemeriruanan daerah. pcrlu disusun
kerangkn kebijakan di bidnng peneliuan don pengembangan
yang mengakcmodir berbegai aspek penyelenggaraan
pemerintahan daerah dnlnm euaru rencana pcnelitian dan
pengembangan secara komprc:bensif dan ISincrps:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.ud
dalam huruf a. pertu menetapkan Persturan Walikota
{COlang Pedoman Pelaksanann Pcnelitian dan Pengembangan
di Lingkungan Pemerintah Kota Sima;

Menimbang

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAUKOIA BIMA.

TENTANG

PEOOMAN PELAKSANMN PE)<EUTIAN DAN PE;NGEMBANOAN
01 LltlOKUNOAN PEMERINTAH K01'A BIMA

PERATURAN WALlK01'A BIMA
NOMOR 1.4 TAl-rUN 2022

WAUK01'A BIMA
PROVINSI NUSA TENOOARA BARAT



PELi\KSANAAN
LINGKUNGAN

MEMUTU$KAN:
PERATURANWALIKOTATENTANGPEDOMAN
PENEL1TIAN DAN PE;NOE;MBANGAN01
PEMERINTAHKOTABIMA.

6. Peraturan Pemerintah Nemer 20 'Tabun 2005 tentang AliIl
Teknologi Keka.yaan Intelcktual scrta Hasil PeneliliaJl dan
Pcngcmbangan oleh Pcrguruan Tioggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengerubangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 43. Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4497);

7, Pcraruran Pemerinrah Nomor 38 'Tahun 2017 tcntang Jnovasi
Daerah [Lembaran Ncgara Repubtik Indonesia Tanun 20 l7
Nomor 206. 'Tambahan Lembaran Negera Rcpublik Indonesia
Nemer6123):

8. Peraturan Bersama Menreri Negara Riset dan Tcknologi dan
MenteriDalamNegeriNomor 03 'rabun 2012 dan Nemer
36 Tahun 2012 tentang Penguaian Siatem Inovasl
Oaerah;

9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
lentang Pedoman Peoelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dala.mNcgcri dan Pemerinrahan Daerah;

10. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgcri NaOlOJ'3 'Tahun 2018
ten tang Penerbitan Sural Keterangan Pcnclitian:

1t. Peraturan Menreri Dalarn Ncgeri Nomor 104 Tahun 20]8
rentang Penilaian dan Pembcrian Penghargaan dan/arau
Insentif lnovasi Daerah;

12, Peraturan Daerah Kola Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunen .Iangke Panjang Dacrah Kota Bima
Tahun 2008-2028 (Lemberan Daerah K,Ol~BirnaTahun 2008
NOnIO]'91)~

13. Peraruran Daerah Kota Bima Nemer- 5 Tahun 2016 tcntang
Pembentukan dan Sllsunan Perangkat Daerah KOla Bime
(tembaran Oaerah KOla Sima Tahun 2016 Nemer 183.
Tambahan Lembaran Daerah KOla Bima Nemer 88)
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kota
Bima Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Perubahan ataa
Peraturan Daerah KOlaBima Nemer 5 Tahun 2016 ten tang
Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Bima
(l-embaran Daerah Kota Bima "rabun 2020 Nemer 230.
Tambahen Lernbaran Daerah Kota Bima Nemer 1031;

14.Peraturan Daerah Kota Sims. Nemer 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Kota Bima Tahun 2018-2023 [Lernbaran Oaerah
Kota Birna Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Oaerah KOlaSima Nomor J 06) sebagaimana
telah diubah dengan Peraunan Daerah Kota Bima
Nornor 1 Tahun 2021 len lang Pcrubahan atas
Peraturan Dacrah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019
temang Rene-ana Pernbangunan Jangka Menengah
Daerah Kola Bima Tahun 2018·2023 (Lembaran Oaerah
KOla Bima Tahun 2021 Nemer 234, Tambahan
Lembaran Daerah Kat. Bima Nomor 106);



Dejem Pcraturan Walikota Luiyang dimakaud dcngen :

I. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemcrintahen Deerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pcmeriruahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Dacrah adalah wulikote Sima.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PeneJitian dan

Pcngcmbangan yang selanjutnya disingkat Bappcda Litbang adalah
Perangkat Daeran yang bertugas unruk metaksanakan fungsi
penunjang tlTUSM pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengcmbangan illKcta Bima.

S. Bidang Peneliuan clan Pcngcmbengan )'ang selanjutnya disingkar
Bidang Litbang adalah Bldang Pcnclitian dell Pengembangan pacta
Bappeda Litbang KOla Sima.

6. Perangkat Daerah yang- sclenjutnya disingkat PO adalah unsur
pembanru Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam mecyelenggarakan uruean pemerintaban .)'llllg menjadi
kewenangan dacrab.

7. Aparatur Sipil Ncgara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negcri eipil dan pega\,....ai pemerintah dengan
perjanjian kerja ya,ng bekerja pada instansi pemerintan.

8. Peneliti adalah pcgawai negeri aipil y~g diberi tugas, tanggung
jawab, wewenangdan hek oleh pejabat berwenang untuk melakukan
penetirian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan reknologi
di lingkungan Pemcrirnah KOla Bima.

9. Pejabat Fungsional Perekayasa yang selanjutnya discbut Pcrckayasa
adalah pcgawei negeri sipil yang melakukan pcngkajian dan
penerapan iLmu pengetehuan dan teknologi untuk mcnghaeilkan
inovasi dan layanan teknologi,

10.Tenaga Lainnya adalah pegawai negeri sipil yang diangkar dalam
jabatan etru kturaJ, jabutan fungsional khU8U'Ssclain peneliti dart
jabatan fungsionel umum di PO yang membidangi urusan pcnelitian
dan pengcmbangan daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan.

11.Rencana Kerja Kelirbangan terdiri dari Rencana lnduk Kelitbangan
d ..m Rencana Kerja 'Tahunan Ketitbangan,

1'2.Rencane Induk Kelitbnngan yang selanjutnya disingkat R1K
merupakan dokumen arab kebiiakan kelitbangan yang memuat
strategi pentahapan dan rincian lndikasi program di bidang
kelitbangan j~W'lgakan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun
waktu 5 jliI:na,tahun.

13.Renc..'lD1'lKcrja Tahunan yang selaniumya disingkat RKT adalah
dokumcn yang berisi infcrmasi teo tang tingkat atau target kinerja
bcrupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu
ofga.ni~a~ipada sanl trulllO tcrtcnlu.

J 4. Penelitiatl adalah kcgiacall yang dllakukan OlenurtlL kaidal\ dan
metode ilmiah secara si.stema.tis untuk nleolperoleh informasi. data
dart keterrul,gan yang berkaiLan dengarl pe.tnahaman drul pembtlktian
kebenarool atau ketidakbenQr9l1suatu asumsi dan/atau hipote$is di
bidang Urn\! pc:ngetahuan dan teknologi yang terkait dengan
penye1cnggaraan pc;merintahan clalatn negeri <Ian pemerintaban
dacrab.

]5. Pengkajian adf,lJah penelitian Lerapan yrulg bel'tujuan ulemecahkaLl
permasaJahan yang sedatlg betkembang yang dilakttkan untuk
mc:ncapai tujUatL jangk..1.mellengah dan jal1gka panjang lembagQ
yang terkail dengan peuyelenggaraan pcmcrintahlUl dalam n~eri dan
pemeritllahM daerah.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I



l6. Pcngcmbengan adalah kcgietan ilmu pcngctahuen <ian tekoologi
yang bertujuan memanfaatkan kaldab dan tcori ilmu pengetahuan
yang rerbuku kebenarannya unmk meningkatkan fungal, manfaat,
dan aplikasi ilmu pengetahuun yang tclah ada, ateu mcnghasilkan
teknologi baru yang terkait dengan penyelenggeraan pcmcrintahan
dalarn ncgcri dan pcmcrintahan daerah,

17.Pcrckayasaan adaJah kcgietan pcnerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk
menghasllkan nilal. produk, danj'atau proses produksl dengan
mempertirnbangkan kctcrpaduan sudut pandang dau/alau kcnreks
tcknikal, Iungsional, bianis, sosial budaya, dan esteuka yang terkait
dengan penyelcnggaraan pemerintanan dalam negeri dan
pemerintahan daereh.

IB.Penerdpan adalah pemanfaaten haail pcnclitian, pengembangan,
dl'l.n/f.ltauilmu pengetahuan dan tcknologi yang telah ada ke dalam
kegiatan perekayasaan, Inovasi, serta difuai tcknologi yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan delam negeri dan
perneriutaban daerah.

19.Pellgoperasian adalah uji operasional <lIQS auatu produk kebijakan,
model, arau sistem kerekayasaan yWl& telah melalui proses
penerapan. mela1ui kegiaian pendampingan dan supervisi guna
modifikasi dan. penyernpurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

20.Evru\t<-l.siKebijakM adalah suatu proses penilaian yang eistemetis
melalui pengumpulan. analisis dan interpretusi inlormaai untuk.
mengetahui ringkat keberhasilan pelaksanaan kebiiakanyprcgram
dcngan menggunakan kriteria/ model iertemu untuk memperoleh
rekomcndasi dan penyempurnaan yang terkan dengan
pcnyclenggaraan pcmcrintehan dalam negeri dan pemerintahan
daerah.

21.llmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,
disuaun, dan dikcmbangkan secara eistemaus dengan
menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi
ilmiah. baik yang bersuat kuantitauf, kualitaut, rnaupun eksplorauf
untuk mcnerangkanpembuktiangejalaalam dan/ atau ge-jala
kemasyarakatan tertentu.

22.Teknologi edalab cera, mctodc, atau proses penerapan dan
pcrnanfaatan bcrbegai disiplin IImu Pcngctahuan yang bermanfaat
dalam pcmcnchan kebutuhan. kclangsungan. dan peningkatan
kualitas kehidupan rnanuaia.

23. Kclitbangan adalab kegiejan nrnten yang bertujuan mengbasilkan
pemaharnanycara baru dan/atau mcngcmba.ngkan penerapan
praktianya dalam konteka ilmu pengetehuan dan tcknologi di Iingkup
penyelenggeraan pemcrintahan di Kcta Bima.

24. Kelitbangan Pendukung edalah kegiatan yang dilakukan guna
mendukuug pelakaanaan ketitbangan utama mcncakup aspek
,kclcmbagaan, kelru.alaksanaan, sumber daya manusia. ~rta sarena
dan prssarana.

2S.11mu PengetahuaJ\ dan l'ClolOlogiyang slralegis adalah btrbagai
cabang ilmu pengerahllM dart teknologi )'flng memiliki kelCrkailB.n
yang IlittS dengan kemaj\liU1 ilmu pengcta,huan dan teknologi secara
mellye]ufttll atau berpolellsi meluberikrul dllkungan yaJ'~gbeStir bag;
kesejahteraan masyaral<at. kemajtl3Jl baJlgsa, keamanaJ'). dan
ketab.anan bagi perlind\111gan of'.g..1Ia.peleslarian (ungsi lingktmgan
hidltp, pelC:!Jtarioolnilai luhuT budaya bangsa. serta peJllngkatan
kehidupan mal.lueia.

26.1novasi actaJA:h hasil pcmjkiran. Pcnelitian, Pcngcmbangan,
Pengkajian. da.n/atau Penerapan, )'ang mengs.lldung unsur keb&rua..n
dan t.e.li"lb dilc:rapkan serlA mernberi.kan ktmanra,a.tsn ek()nc)midan
alliUJsosial.



27.1novasi Dacrah adalah scmua bcntuk: pcmbaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

28.SwakeJola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau
kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau ksjian
direncanakan, clikerjakan. dan diawasi langsung oleh pengelola
kegiatan penelitian dan pengembangan.

29.Keljasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh
suaru Lembaga, peruerincah. dan/arau saruan kerja pemerintah
dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk
mencepai rujuan dalam bidang peneliuan dan pengembangan atau
kajian.

30, Pcmbinaan adalah 'upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerimah
untuk mcningkatkan pcran pcnelitian dan pengembangan serta
meningkatkan kualiras haeil pcnclitian dan pcngembangan.

3l.Fa~ilits$.i edalah pemberian kcmudahan, keringanan, kelouggarnn
dalam ruelakukan suaru kegiatan.

32. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang
tertibat untuk meucepei LLljUBn yang ditcntukan.

33.Tcllaga Alili/Narasumbet adalah orang yang memiliki kompetcnei
dalam bidang ilmuykeahliau tertentu ,

34,Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, maaukan, korcksi.
perbaikan, dan catatan atas seJurub rencana kegiatan kajian yang
dilakukan B.'1dan/Dinas/KanEor/ Bagian di lingkungan Pemerintah
Kota Bima dalam bentuk surat rekomendasi den Kepala Bappeda
Litbang.

35. sennoer adalah suaru pertemuan atau peraidangan untuk
rnembahas suaru hasil penelltian dan pengembengan atau kejian
unruk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.

36.Proposru, adaJah sebuah percncanaan tertulis mengenai pelaksanaan
kegiatan penelitian, yang disusun oleb calon pelaksaca denyateu
pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian
.scbegalmenayang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja aiau KAK,
Atau dcngan kata Jain proposal merupakan pecjabaran Iebih
lanjut dan KAK.

37.laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awel
pelaksanaan penelirian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak
lanjut scpcrti pcnyiapan instrument penelitian. rencana lapangan.
pclatihan singkar tcrhedap surveyor, serta haeil penelhian awal d.i
lapangan yang berupa data dcskripsi lokasi penelirian serta temuan
a\val di lokasi atau dengan kata lain Laporan Pendahuhran adalah
penjaba.ran lebih lanjut dan proposal yang dilengkap! dengan
instrument penelitian.

38.laporan Akhir adulah lapcran tertulis dan petakaanaan penelitian
)'ang memuet detail keseluruhan pela.kaa.naa11dan h.asil peneUtiwl
)tang telah di:;cm_inarkan.

39.RingkasQn Eksekutif adalah ringka~an da.n lujuan. rlc::;krips), metodc
penclilian, jangka \\'aklu, biaya. temuan dan ke$impulan acrta
rekomendasi yang dihasilkan dari pcnelitia_n~

40,Jumru adaJah majalah ilmiah yang kh\isu~ mtmuul artikeJ dan husiJ
perlelitian dan pengembangan utau kltjian di satu bidang iJmu
lertelllLl.

41.Sistenl Aplikasi KeJitbrulgan adalah serangkaian perallgkal [eknoiogi
informasi )'rulg terkoneksi dengan il1tertlet dan dikelola serta
dimanfaalkan Ulltl(k pelaksanaaJl ketitbrulgan;

42. Basis D~la adaJah sekumpulan u'lformasi yang disUnI)aJl eli dalrun
komputer seeara sistematjk serungga dal)al diperiksa menggtlnakan
Sllll,tl.l I,rogram komput;er untuk o'lcmperoJeh infornlasi dari
ps.ngkaJandata tcrsebut,



J
Kclitbangan pendukung sebagaimana dimakeud dalarn Pasal 4 ayat (I)
huruf b. rneliputi:
a. peningkatan kapaslras kelcmbagaan;
b. penguaian ketatalaksanaan:

(1) Kelitbangen utama sebagaimena dimaksud dalam. Pasal 4 kyat (1'
huruC a, mcliputi:
a, penelitian;
b. pcngernbangan;
c. pengkajian:
d. perekayasaan;
c. penerapan;
f. pengoperasian; dan
g. evaluasi kebiiakan.

(21 Kelitbangan uiama ecbagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat
menjadi dasar tcrciptanyainovasi untuk mendukungkincrja
penyelenggaraan pcmerlntahan.

Pf;lsa16

Pasal 5

(11 Kelitbangan rcrdiri atee:
a. kclitbanganutema;
b. kelirbangan pendukung; dan
c. kcgiatan penunjang.

(2t Kclitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mclalui tahapen:
a. perencanaan:
b. pclaksanaen;
c. pemantauen;
d. cvaluasi: dan
e. pelaporan.

Pasa!4

SABry
KELfTBANGAN

BAB UJ
RUANG UNGKUP

Pasal 3

RuangLingkup Peraruran Walikota mr adalah kcbjjaken
penetitian pengcmbangan ill lingkungan pemerintah Kota Bima.

Mekeud dan {\.Ijuan Peraruran Walikota ini untuk mernberikan pedornan
pelaksanaan peneliuan dan pengernbangen di lingkungan pemeriruah
KOla Bima,

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

43.Rencana Pernbangunan .Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD actaJab dokumc:n pcrencanaan pembangunan
daerah Kota Bima Y3Jlg merupakan pcujaberan dati Rencana
Pembangunan .Jangka Panjang Nasional.

44. Rencana Pembangunan .)angk~ Mcncngah Daerah yang selanjutnya
diaingkat RPJMD adalah dokumcn perencenaan pembangunan
daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota
Sima dalam melakaanakan pembangunan 5 (lima) iahun.



Litbang sebagaimana dimaksudUrusan kclitbangan pada Bappeda
dalam Paaal 8 ayat (It. meliputi:

a. urusan pemerintahan;
b. penaraan daerah:

Pasnl 9

(1) Bappeda Litbang berwenang dan bertanggung jewab mclaksanakan
urueen pemetinteb pede Iungai penunjeng percncanaan, penelttian
dan pengembangan (litbang) yang menjadi kewenengan dacrah.

(2) PO aiau Lembaga lain dapat melaksanakan rugae kelitbangan dan
tetap berkoordirtasi dengan Bappeda Litbang sebegai PO yang
ruelaksanakan fungsi kelitbangan pada Pemerimah Daerah.

Bagian Kesatu
Kewenangandan Tanggung Jau'ab

Pasal8

BABV
KEWENANOAN DAN TANGOUNG JAWAB

(It Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l)
huruf c. antaru lain mclipuri:
a. faeilltasl;
b. advokasu
c. aeistenai;
d. supcrviai; dan
c. edukasi,

(2) Fasilitaei scbegaiman dimaksud pada ayal t 1) huruf a, dllakukan
melalui:
a. konsultasi;
b. kcordinaai; dan
c. deeiminaai.

(3) Advekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilakukan
melalui;
a, forum pakar {tennga ehfi; dan
b. pendampiugan.

(4) Asistensi sebagaimana dlmakaud pada ayat {II huruf c, dilakukan
melalui:
a. lokakarya;
b. kolaborasl:dan
c. penyuluhan.

(51 Supervisi seoagaiman dimakaud pad •• yo' (11 hUJ"Ufd. dilakukau
melaJui:
a. pengarahan;
b. pembimbingan; dan
c. pcngcndalian.

(61 Edukasi sebagaimana dimaksud pada "yal fl) huruf c. dilakukan
melalui:
a. Bimbmgan teknls:
b. Adopsi: dan
c. Modifikasi.

Pas,,17

c. peningkatan kepasitas sumber daya manusia;
d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program:
c. fasUitasi 'inovasi daerah:
r. pengernbangan basis data kelitbangan:
g. penguatan keriasame kelitbangan: dan
h. pernenuhan sumber daya crganisesi lainnya.



Pasal12
(1' 1~,tajcti5Pcrdmbangan scbagatmana dimakeud daJam Pasal tJ huruf

a, terdiri dad:
a. \V(tiikola;
b. pcjabat tinggt pratarna, Q(lmL1US1J'QLOrrerkalt dj Pemertnrah

KOUlSima; dan
C. (eMga ahli/pakal'/praktisi.

(21 Majelis berfuogsi :
9. memberikanarah dan kebijakan umum kelitbangan;
b. meruberikan penimbangan pcmanfaatan kelitbangan; (lHI}
c. ruemberikan dukungan pelaksanaan kelhhat)gan.

Bagian Kedua
~1ajeJil)Perttmbangan

Organisasi kelnbangan eli lingkungan Pemerintah Oaerah tcrdin atas:
A. mejells pertimbangan;
b. tim pengendali mutu; dan
C. thn kelltbangan.

Pasalll

Bagian Kesatu
UmlUU

BAB VI
OROANISASI KELiTBANOAN

Bapl>cda Litbang sebagai PO yang membictangi urusan penelitian dan
pengembangandaerah memiliki Iungsi mengkoordinasikankegiatan
penelluan pengembangan dan inovasi daerah dcngan lintas program dan
lintas sektor terkait,

Pasal 10

Bagian Kedua
Fungsi

c. peuyelenggaraan pemerintaban daetaJi~
d. perangkat daemh;
c. produkbukumdacrah;
f. perubangunan daerah;
g. kependudukan dan pe-ncatatan siptl;
h. keuang,andaerah:
l pengelolaan badan usana daeran;
j. petayananpublik:
k. partisipasi masyarakat;
l. penyelenggaraanperketean;
IlL kerjasama dacrab;
n. pcngclotean tnovesl clacrab.;
o. tnanalemcn stsiem wfonnQsi dacrab:
p. pengercbaugau sumber days manusla pemerintahan dalam

negeri;
q. pembiaaan dan pengawasan pen:-...eknggaraan pemcrintahan

daerab:
r. implcmentasl kebjjakan sektoral dl daerah;
S. kebijakan peuyetenggaraanpemertruahau kabupaten/kora: dan
L penyetenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan

kewenangan pemerintahan kabupatenj kota.



(II Unsur peLHk"""Rpada PO sebaga.imAn. dimnkaud datam Paaal 14
ayar (1' htlnl( 0, bcmnggotakan:
a. pejllbal fung.tonal keahlian;
b. pejnbnt 8trukturaJ; dan
c. tennga uhJ'/pllkor/pmktisi.

'2) UnsUT pelakSot'lo sebagaimana dimnksud pndn ayal (11mempunyai
(UgAS;
a. metaksannkan kchtbangan sesual dengan norma, standar,

prosedur dan Irrilcria yang dnetapknn;
b. InelllA.s.1Jkan pelaksanaan ke.litbangAn 3esuai dengan

meutdolog! yang diarahkan oleh pejabat fungsic)llQI keahlian:
dan

c. melnporluln MOn pelaksanaan kelilb.Clns"n seearn berkala
kepadn kc",,~, Bappeda Litbang.

Pasa! 15

Paragraf 1
Unsur !'eta"sana

(II Tim xeutbangan sebagaimana dunaksud datum Pnsal 11 huruf c
terdiri ntns,:
a. uneur IHllt.ksrul(l pada PO; dan
b. UJ1Sllrpenunjnng,

(2) Tim keutbengnn sebagaimana dimaksud padn ayut (1) ditetapkan
dengan Kcput USlIJ) Kepala PD.

Pasa! 14

Bagian Kecmpa(
Tim Kelitbangan

Umum

(1) 'I'lrn ))ellgel'ldtllJMutu eebagaimana dlolRksu(l dulrun I)QSQl l I huruf
b. lel'dlrl dnrl:
H. kel)ilht ))D YUJl,g rnembidangl UJ'USi,n peuelitjan dan

pengembnngan daerah;
b. pejabRc struktural l.erkail di Pemerincah 1<018_Biota; dan
c. "'''''ll'' shU/ pnltar/ ptaktisL

(2) Tim !'ell&<'ndall Mum sebagaimana d,mak.ud pada ayat II)
di(eUlpitan de~n Kepumsan Kepala I'D.

(3) Tim !'engcll<h,U Mum sebagairoana dbnak.ud pada ayat II)
berfungsi:
a. memt)t'rikAn penilaian atas rangkatan kclitbangn.n;
b. melakukan pengendalian sesuat dengan tabapan

ketitbnngan;
c. mcmboriknn saran dan maeuken 81..11\0pcnycmpurnaan

kclitoonsnllj dOll
d. rnctaporkn» basil pengen(IAIIAn mutu kcUtba.ttgAn

kepana MoJoU. Pertimbangan.

Pa:;al 13

IJagian Ketiga
Tin. Pellgendali Mutll

(3) 1.1ajehs Ikllhnoongan seba.gahllH.lla din18k~ud pada a,Yill (Jl
ditetapkan dCltganKeputusan WalikOl8.



(J) Rencana kerjn. ketitbangnn disusun dengan mempertimbangknn
aspek-aspek:
n. kebiJakan dan program terkait:
b. metode:
c. wastu:
d. IokAsi;
e. kel.elnbagllan;
f. sumbcntnyn manusla npararur;
8. sarana pr... mna;
h. fasilitas pendukung; don
l pembia)"04n.

(2) Rene.n. kerjR kelitbangan scbagailTlO<R8dimaksud PAda a,y., (II
terdiri atas:
n. rencana Induk kefltbengan sesuat dengan Rl'Jl'<tDKOla BiJ~18

yang berlaku; dan
b. rencana ktrja tabunan.

PasaJ 17

Ossian kesmu
Perencanaan

flAB VB
TAIiAPANKEOIATANKEumANOAN

Paragraf2
UII~U'ftrluoJang

Pas,\] 16
(II Unsur- pcnlu1Jong scbagannana dimaksucl d,,19m ra",,1 14 ayat (I)

hUM b, beranggotakan;
o sekrct.."lris PD yang Illembjd....ntti urusan pc::ntlitian dan

pengembOngAn deeralu
b. pejabet adminlstmtor dan pejaooC pengawas 1)fl(1uPO yang

membtdangl urusan penelnlan dan pengembangnn daerab; (Jan
c. tenaga .hlll pakArl praktlst,

(21 unsur pcnunjang ""lx\glIiruana dinUlk.ud pad" ayat (I).
mempnnyat tUps:
n, memberikao dukungnn percepatac penyclenggaraan

kehtbangan;
h. membcrlkan pelaynnnn Q(llnirlistratif dan manajerial,

bantuan. clan domng,an demi ketanenran kelitbAng.'\n;
c. memberiklln peluang kcmudaban, bantuan, dan dcrongan

kepada tim pelaksana kcli,bangaJl;
d. merubenkon peluang kemudahan. bantuan, dan dorongsn

kepado knbuparen/ kotn;
c. menjogfl agnr penyelenggaraan kC'lill)01ngandAPfll dllakukan

secara ensten, efektif. ekonomis, prodlLktif. dan berkelanjulAn
sesuai knidah i1miab dan pemturnn perundang-undangan; dnn

f. melaporkAn hasiJ faoililOs; kegjatan kelitbangnn kepada KepalA
Bappeda IJtbang Y8J]g melaksanakan fungal keUtlmngan.



(1~ Haail kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan
dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimakaud pads ayat (1) menjadi
bahan rekcmendasi PO dalam melaksanakan cugas pckck dan
Iungsinya.

Pasal21

BAS VUI
HASIL KELITBA.NOA)Il

Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, disusun sesuai
dengan ketentuan peraruran perundang-uudangan yang meJiputi:
a, Iaporan pelaksanaan Reacana Induk Kelitbangan: dan
b. laporanpelaksanaanRencanaKerja'Tahunan.

Pasal20

Bagian Keempat
Pelapcran

(S) PO penyetenggara fungal koordinasr kelitbangan melakukan
evafuasi peuyelenggaraan kelitbengan eli lingkungan Pcmerintah
Kota Sima.

(2~ E\·alu.a$i penyelcnggarean kelitbangan sebagaimana dimakaud
dalam aYUl (J) dilakukan terhadap:
Q. rencana kerja kelitbangao:
b. peteksanaan kelitbangan; dan
c. hasil kelubangan.

Pasal 19

Begian I<c::tiga_
€\taluasi

(1) Pelaksanean rencana kerja kehtbangan sebagaimana dimaksud
peda Paaat 11 ayat (I) dilaksanaken dcngen swakclola dau/arau
kerjasama dcngan pihak Iein sesuai kcteutuan peraruran
perundang-undangen,

(2) Strategi pelaksanaan rencana kerja kelitbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui:
a. koordinasi pelaksanaan kelitbangan:
b. keterlibatan institual pemangku kepentingan terkait

kelnbangan:
c. adanya keriasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan:

dan
d. adanya mckanlsme pengimptemenrasian rencana induk

kelitbangan dalam serangkaian program dan kegiaran dengan
didukung anggaran atau pendanaan ctalam melaksanakan
kegiatan kelltbangan Kota Bima.

Pasal 18

Bagian Kedua
Pelaksanaan



r 1) Pengelolaan sistem data hesi! ketitbangan sebagaimana dinlaksud
dalam Pas-a) 24-meliputi:
a. penycdiean data haeil kelltbangan;
b. pcndayagunaan data hasil kclitbangan: dan
c. pengernbengan date haail kelltbangan.

(2~ Penyediaan data haail keJiIbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat fI] huruf a dikumpulkan dan dianaliais melelui:
a. inventarisaei;
b. kompileai;
c. verifikasi;
d. validasi:dan
e, penyejian.

(3) Pendayagunaandata basil kelitbangan sebagaimanadimaksud
pada ayat 11)huruf b digunakan untuk:
Q. sumberdatabasil kelitbangen;
b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan

yang bersirar segera/meudesek;
c. dasar penyusunan rencana kerja kelirbangan: dan
d. publikasi dan/atau diseminasi unruk kepentiogan keLitbangan.

(4) Pengcmbangan data hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud
pada ayal [I] huruf c dilaksnnakan melalui sejumJab kegiatan
bcrikut:
a. pcmutakhiran data dan tnformaei:
b. pengembangan konterr;
C. pertuasan jaringaa: dan
d. pengembengan sistemyaplikasi.

Pas," 25

(1) Penyclenggaraan kelltbangan menyediakan sistem data hasil
kcfitbengan dcngan slstcm aplikasi kelitbangan (E·Litbangt.

(2) Sistcm data hasil kelitbangan sebngaimann dimaksud pada
ayat (J) ciikeJola secara ststematis, terpadu, terintegrasi dan
dimutakhlrkan secara berkala.

Pasal24

BABl)(
SISTEM DATA

(1) Hasil kelitbangan didokumcntaeikan olch Bappeda Litbang atau
PD yang membidangl urusan pcnelitian dan pengembangan daerah
melalui aistem infcrrnaai kefhbangan yang bcrbasie website untuk
mengelora sistem informasi kelitbangan dan juga 'usulan-ueulan
peneliuan;

(2) Hasil kelitbangan sebagaimena dimaksud pada eyer [ I) dapar
dipublikasikan melalui media cetsk, elektrcnlk maupun internet.

PasaJ23

11) Hasil kelitbangan utama bcrupa Inovasi dan!;;ttau invenei PO
djajukan unruk menjadl inovasi dacrah sesuai peraruran
peruudang-undangan.

C2) tnovasl daerah aebagaimene dirnaksud pada ayat (J)
didckumentasikan oleh Bappeda Litbang atau PDyang membidangi
urusan peneliuan dan pengembangen dacrah.

Pasal 22



lerdiri 0.'8.3:
a. "",8bat fungsional pcrekayasa yang berada pod. PO yang

membidengi urueun penelitian dun pengembangan daerah
yung mcnyeleuggnrakan rungsi keordinasl kelltbangan: dan

b. Pegr-twai Negeri Sipil yang memiliki kcmpetcnel, diberi tug.tl.8
dnn tanggung j(tYIQb unluk melakukan kelnbangan yang
dltunjuk oleh Kepala PO oclaku PCO)"knuararu> tung ..
kelitbangan dl hngkungan ""mcrintah KOlaS.m.

12) eerem penyelenggaruan kelltbangnn sebagarmaae dimaksud
dalrun ayQl (It. pereknyasa di lingklln81\n Pemenntuh Kota Bima
dapat mcllbarkan:

penyclengg.."I.rakelabangan sebagairnnnn dimekeud
26 hurur b di lingkungan Pemermtah KotaSima

Pereknyasa
dalam P•• "I

( I)

BaglanKeu8l'
Perekaya:sa

P•• a128

(I) Pcneuu pcnyclcoUilru kelit00n8l'" sebagaimann dimaksud
dalam Pasal 26 huru( a dl bnglrungan Pemerintah Kola Bima
tcrdiri atas:
a, pejabat Iungstcnul peneliti yru1f:. berada puda PO yang

mcmbidangiurU$Qll penclitian dan pcngembnngandaerah
)'ll.nRmenyelcnggarakan fungsi kocrdlnasi kelitbangan:

h. Pegawai Negeri Sipil yang mcrniliki kcmpetensl, diberi ragas
dan langgung jawab untuk melakukan k.elitbangan yang
drrunjuk oleh Kopala PO selaku pcnyelenl!8l'J"llM fung ••
k('litbangan di hnskungan Pernerintah Kola Bima,

(2) Dalam penyelenggarnan kelitbangan sebegalrnanadunaksud
dalum nyal (1), pcnclltl di Hngkungan PemertntnbKola Bima
dapat mcllbatkan:
a. pejnbar fungaicnat kenhlian dan kemeolt'rian/le:mbaga;
b. pemerintah non keeeeruerian:
c. d..k8dtmisi;dan
d. ienaga ahhfpakar/profesi.

(3' Penctopnn penelitl dj lingkungan Pemerintah KOla Bima
sebugulmana diruakeud pada ayat (I) sesuai ketenrunn peraturan
perundung-undangan.

Pasal 27

Bagjan Kedu3
Peneliti

PO y&\g mc:mbidangi urusan penehuan dan pengembangan daerah
dalrun mt'n_}'elenggarakBn fungsi penunjang peuehnan dan
pcngembangan dilaksanakun oleh:
a. J)ellclili;
b. perekayaee:dan
c. tcnago loinnya.

Psoai 26

Bagian Ke&:..u..l
Umum

BABX
SUMBt:R OAYA KE~rraANO.'\N



t L) PO yang rnembjdangi urusan pe.nelltiAn dan pcngembengan yang
menyereoggaraken fungal kelubangnn dOl){l1bc~kerjasama dengan
unsur ketembngaan pc;llc)jtian, pengembangnndnn peuerapan Ilmu
pengerahunn. t..,knoJogi<Janinovasi JoinllY". untara laln: Perguruan

Pasal31

BAS XI
KERJASAMA

(I) Penctapnn rormasl dHJ) rekrutmen sumber daya manusia
kelitbangnn dUtlkukfl.omelahu analisls jeteten dan anallsls
beban kCljo seaual peraruran perundang- undungan;

(2) Unrukmtnhl~lkan kapAsitassumberd,\ya IIIAJIUSia kelitbengan
dilakukan pembinaan profesi.dan karier;

(3) Pembinaan profes ; se blJgaimana diJDoksud parta ayat (21dilakukan
mclalui kcgiatan antara lain:
a. pcndidlk.n jtnjang akad.mis:
b. pcndidikan dan pclatihan;
c. studikOlllporuSj;
d. magAng;
e. seminar; dan
r. lokaki'l}'fl.

(4) Pembtnaen karier !)4':bogal,uana dimaksud 1')(1(111 nynt (2) (Ifla_kukan
dengan earn mutast dan/atau promosi dnrl [abatan fungsiollOI
ke jabntnn strukturat atau scl)sliknyn seeuat peraturan
pcrundang undangan,

Bagfan xeuma
Pengembangan Sumber Daya Mllnll.lu Kelilhrlnt!lm

Pasa130

Pasal29
Tcnaga lainnya ""bagaimana dixnaksud dnlam "" .. I 26 huruf c,
terdui dari:
a. PiegaU'aiNeg,r! Sipil yang dianglcstl dalnm jabatan strulmual di

POyang mtlnbidaDgi urnsan penelltlan dan pengembangan dacrah
yang menjnlanknn (ungsi kelilbangn.n. (lAtl/atAU PO terkait
lamnya.

b. Pegawai Ntlteri Sipil yang diangkal d{lll:~rn jabatan fungaional
khusus A4!lnJnpenctlti di PD ya,llg mcmbidangl UfUSDll penclitian
dan pengembangnndacran yil_l\g menjalnnkan Iungsi kelitbangan,

c. Pegawai Nescri Sipil yang diangkat tlftlilln Jal'XItrul Iungsional
umum di 1'0 )'ang m~.Jl'lbidnngi urusan pe:neJitian dan
pengembangan doemh yang rnenjaJankan tullgsi kelitbangan; dan

d. Ten..lgA 18innV8 sesunl kebumban di 1'1) yang membidangr
urusan penc:tjtian dan pengembanglln do(.",h )'ang menjajankan
fungsi keUlt)ftllgon.

Bagjan Keempat
Tenaga LamJ1VA

a, pc.j3bnl (ull8$ioru_ll kcablian daJi kCIJlrntC!rian/Jembnga;
b. ptmerintnh non kementerian:
c. Q.kttdf'misi;dan
d. tennga Ahli/pakar/p.'OresL

(3) Penetapan J)Crekuya5a di lingkungnn Pemeriutah Dacrah
scbagatmana dhnaksud pad. ayat 11)sesuni ketentuan peraturan
perunda ng-u ndangun.



(1) Tujuan Incvasl Daerah untuk rneuing.kAlkao kinerja
pcnyeLenggaraan Pemerintah Dacroh

(2) Unnlk mencapai rujuan sebagaimana dunaksud pade ayat til,
sasaran Inovasi Daeruh dJarahkan unruk mempercepat
ICr'\\'UJudnya keseiahieraan mU$yarakat mclalui;
ft. pcnmgkatan pelayanan publjk;
b. pemberdayaan dan peran scna masyaraknl. dan
c. penmgkatandaya saing daerah.

Paeal 34

BAB XIV
!NOVASI I)A~;RAI~

BAB XIII
KERANGKA KER.IA MODeL SISTEM KELITBANGAN 01 LINGKUNGAN

PJ:;MERJNTAHKOTA SIMA

PallKl 3J

II) Pelaksanaen kegiatan kelttbangan d, hngkungan Pemerintab
Kota Bima dllakuken o1ehumt keLltbnnsnn UIAma pada masing­
masingPD.

(2) Pelaksanaan kegaataD kcblb..'Ulgan UUU1'IBsebagaimana dimaksud
pada ayal (I) dikoordmaSlkan oleb PD.

(3) Kerangka kerja model sl stem keh.bllngan d. tingkungan
pemerimah Kola Bima pada maSU,&.m38JngPD mehputi:
a koordinasi:
b. mekanisme pelaksanaan: den
c. scsialisasi.

Dfll1ft penyelenggaraan kelisbangan d.i Iingkungan pemerintab
Ktll8Btma bersumber dati;
u. Anggaran Pendapatan dan Belanja N('gAratAPBN):
1:1. J\nggaran Pendapatan dan Belanja I)aeroh tAPBD)~ dan
c. sumber lainnya yang soJ\ sesuui dcngnn ketentuan pereruran

pen..ndang-undangan.

BAS xn
PENOANMN

PallKl 32

Tinggl, Lembaga Penelitlan dnn Pengembangan
Kementerianj'Lembaga, Badan UsJh8, (Ion masyarakat.

121 Kcrjo sama sebagaimana dim.oo.ud pad. ayo. III dilaksanakan
sesuai dengan pera.tura.o perundang-undnnga»,



•

BERrrA Df\ERAH KOTA SIMA TAHUN2022 NOMOR 1~t

MUKHTAR

Diundnngkan d I Kota Bima
pada tanggAl zo Mri 2022
SEKRI>'TARlSOAERAHKOTA BIMA,

Diretapkan di KotA Bima
pnd.lOno/l .20 Mrl ~022

J.l'VAUKOT.~ BIMA, (I"

V
tUllk\oJMAO LUTFI

J)ItStlJ 35
Peraturao \VallkOta tnt mu1o.i betlaku pada tanggaJ diundaugknn,

Agar Setiup omng tnengc-tabumyu, memenntankan Pcngu,ldangtto
Peraturan \VaJi.kola ini dengan penempntannya dulam BCl·iWDaerah
Kota utece,

BAD XV
K~;TENTUANPENUTUP
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